Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Inspektorat Jenderal

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asas| Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 20186 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Program Kerja pemeriksaan Inspekioral Jenderal Tahun Berjalan

KETERKATAN:
1 SOP Persiapan Pelaksanaan Perjalanan Dinas
2 SOP Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
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Apabila SOP Ini tidak dilaksanakan dengan balk maka kinerja Inspektorat Jenderal akan terhambat,
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TANGGAL PEMBUATAN 17 Juli 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH INSPEKTUR JENDERAL

-

IN DAUD

NL. :mﬁzo 198810 001

NAMA SOP : Pendampingan PMPRB

1. Pendidikan minimal D-3 Semua Jurusan
2. Diutamakan pernah mengikuti pendidikan JFA
3. Pejabat Struktural pada Inspektorat

1. Komputer/Laptop

2. Internet
3. Nota Dinas dan lembar disposisi




_Buky PKPT Buky PKET_
Lembar gisposisi 60 menit Lembar disposis|
Nota Dinas 60 manit Nota Dinas
Lembar disposis| , Kertas RAB dan Surat Tugas
Penyusunan Draf RAB dan Surat Tugas H 30 menit yang sudah di tanda
Komputer, Printer \angani
RAB dan Surat Tugas
Lembar disposisi , Kertas
Pengajuan Draf RAB dan Surat Tugas Komputer, Printer 30 menit yang sudah di tanda

2han

PKA dan Form KKA

Pelaksanaan Pendampingan
- Pengumpulan Data
Interet, Komputer, Printer.
dan Handphooa 9 hart KKA dan LTHP
Kesimpulan Sementara
Kertas, Komputer, Printer | 5 hani L S Lt

3 hart

nota dinas & surat
Tugas

il




